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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang 
berlandaskan pada Undang–undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. 
Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh 
baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak 
terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan 
menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta 
seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat 
berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang  
antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan suatu 
pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada 
dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.  
 Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-
gencarnya melaksanakan pembangunan di segala bidang baik ekonomi, sosial, 
politik, hukum maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa secara adil dan makmur. 
Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut setiap negara 
harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh 
pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan 
potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya 
berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam 
pembangunan nasional yang berasal dari iuran masyarakat atas pendapatan yang 
diperolehnya, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembangunan nasional 
harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 
pentingnya membayar pajak walaupun nantinya manfaat dari membayar pajak 
tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 
Disamping itu pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang 
mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program kerja suatu 
pemerintahan dalam melakukan suatu perubahan agar dimana semua tujuan yang 
diharapkan pemerintah dapat tercapai, maka dari itu diperlukan suatu penanganan 
dan perhatian yang menyeluruh dari segenap insan perpajakan dalam 
memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya. 
Apalagi sekarang ini bangsa  Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari krisis 
ekonomi global yang sekarang ini baru melanda di berbagai negara. Untuk itu kita 
sebagai warga negara yang baik harus turut serta membantu apa yang menjadi 
tujuan bangsa Indonesia salah satunya dengan cara ikut berpartisipasi dalam hal 
perpajakan seperti mempunyai kesadaran untuk membayar pajak secara tepat dan 
benar. Sehingga apabila seluruh warga negara mempunyai kesadaran untuk dapat 
menumbuhkan dan meningkatkan penerimaan  dari sektor pajak maka akan sangat  
berpengaruh terhadap penerimaan negara dan seluruh tujuan negara akan dapat 
dicapai. 
Sistem perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. 
Perubahan yang sangat signifikan dalam hal perpajakan yaitu ketika terjadinya 
reformasi sistem perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu, sistem pemungutan 
pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu official assessment 
system menjadi self assessment system. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan 
jumlah wajib pajak di Indonesia yang sangat pesat, tetapi tidak berbanding lurus 
dengan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. Berbeda dengan official assessment system, dalam self assessment system, 
wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 
menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. 
Dengan adanya reformasi sistem perpajakan ini, diharapkan adanya 
peningkatan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. 
Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak memenuhi 
kewajiban perpajakannya dengan baik sehingga timbul utang pajak. Direktorat 
Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal ini, antara 
lain dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 
19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-undang ini 
kemudian menjadi dasar untuk melakukan tindakan penagihan aktif, antara lain 
pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, 
pelaksanaan penyitaan, serta pelaksanaan lelang yang bertujuan untuk menjual 
barang milik wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya 
Pelaksanaan penagihan aktif ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 
dengan menggunakan jurusita pajak sebagai ujung tombaknya. Jurusita Pajak 
adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup departemen keuangan, yang diangkat 
oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan diberi wewenang untuk melaksanakan 
tindakan penagihan aktif sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh 
karena itu, jurusita pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya 
pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak. Mengingat pentingnya tindakan 
penagihan aktif yang dilakukan oleh jurusita pajak sebagai tindakan pengamanan 
penerimaan negara, maka penulis tertarik untuk membuat laporan praktik kerja 
lapangan dengan judul “PERAN JURUSITA PAJAK DALAM 
PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN 
PAJAK PRATAMA KARANGANYAR” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 
berikut: 
1. Apakah peran Jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar? 
2. Bagaimana prosedur penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita 
pajak? 
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Jurusita Pajak dalam pelaksanaan 
penagihan pajak? 
C. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah: 
1. Untuk mengetahui peran Jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan 
pajak aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui  prosedur penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh 
Jurusita pajak. 
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Jurusita Pajak dalam 
pelaksanaan penagihan pajak. 
D. Manfaat 
Manfaat yang dapat kita ambil dalam penulisan laporan Tugas akhir ini 
adalah: 
1. Bagi Mahasiswa 
Untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang 
perpajakan serta untuk dapat menerapkan teori yang diberikan pada 
bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. 
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga 
dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam 
memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan lebih baik. 
3. Bagi Pihak Lain 
Dapat digunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi 
penelitian selanjutnya. 
E. Metode penelitian 
1. Desain Penelitian 
Desain penelitian yang digunakan dalam menyusun Tugas Akhir ini 
adalah desain kasus, yaitu suatu desain dimana adanya pertanyaan 
”bagaimana” menjadi permasalahan utama penelitian dengan keharusan 
membuat deskripsi atau analisis yang terbatas pada kasus tertentu untuk 
menjawab permasalahan tersebut. 
 
 
2. Objek Penelitian  
Objek penelitian yang akan dibahas penulis dalam penyusunan Tugas 
Akhir kali ini adalah mengenai peran Jurusita pajak. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
1) Data Kualitatif 
Data Kualitatif adalah jenis data dimana dipaparkan dalam 
bentuk angka-angka.  
2) Data Kuantitatif. 
Data kuantitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk 
kata-kata yang mengandung makna. 
b. Sumber Data 
1) Sumber Data Primer 
Sumber data primer yaitu data yang diperoleh atau diusahakan 
sendiri oleh peneliti secara langsung di tempat penelitian atau suatu 
tempat yang menjadi objek penelitian, misalnya: data hasil 
wawancara. 
2) Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau 
dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan secara tidak langsung 
berhubungan dengan tempat penelitian atau suatu tempat yang 
menjadi objek penelitian, misalnya: data dari kepustakaan 
 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak perusahaan 
guna mendapatkan data-data yang diperlukan. 
b. Observasi 
Observasi yaitu teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap suatu obyek yang 
akan diteliti dalam waktu singkat dengan tujuan untuk mendapatkan 
gambaran mengenai obyek penelitian. 
c. Studi Pustaka 
Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan buku sebagai sumber obyeknya. 
d. Pemeriksaan Dokumen Perusahaan 
Pemeriksaan dokumen perusahaan yaitu teknik pengumpulan data 
yang diperoleh dari dokumen-dokumen perusahaan dimana dokumen 
tersebut mempunyai relevansi dengan obyek yang akan dibahas. 
5. Teknik Pembahasan 
Teknik pembahasan yang digunakan penulis dalam menyusun tugas 
akhir adalah pembahasan deskriptif, yaitu suatu tehnik untuk membuat 
gambaran atau deskriptif secara sistematis, factual dan akurat mengenai 
suatu objek yang diteliti. 
 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Falsafah Pajak 
Pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak memberikan imbalan 
yang secara langsunbg dapat di tunjuk, maka pemungutan pajak hgarus 
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari rakyat (melalui DPR). Hal ini 
sesuai dengan bunyi pasal 23 ayat (2) UUD 1945, yaitu “Segala pajak 
untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang” (Suandy,2002). 
2. Definisi Pajak 
a. Definisi Perancis, termuat dalam bukiu Leroy Beaulieu yang berjudul 
Traite De La Science Des Finances, 1906 (terjrmahan), Berbunyi: 
Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang 
dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, 
untuk menutup belanja pemerintah (suandy, 2002). 
b. Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, dalam bukunya Dasar-dasar 
Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yang berbunyi: 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal 
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum, dengan penjelasan bahwa arti 
dari “dapat dipaksakan” adalah bila utang pajak tidak dibayar, utang 
itu dapat ditagih dengan menggunakan kiekerasan, seperti surat paksa 
dan sita, dan juga penyanderaaan terhadap pembayar pajak, tidak dapat 
ditunjukan jasa timbale balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi 
(Suandy, 2002). 
c. Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dari desrtasinya yang 
berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong menyatakan bahwa: 
Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut 
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya 
produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai 
kesejahteraan umum (Waluyo, 2007). 
d. Definisi Mr. Dr. NJ. Feldmann dalam buku De Over Heidsmiddelen 
Van Indonesia (terjemahan): 
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang 
kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara 
umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan 
untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo,2007). 
3. Fungsi pajak 
Berikut ini adalah fungsi pajak (Illyas, 2007). 
a. Fungsi budgetair 
Fungsi budgetair adalah suatu fungsi yang letaknya di sektor 
public yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-
banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada 
waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
negara. 
 
 b. Fungsi regulered 
Fungsi regulered adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut 
akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan 
tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. 
4. Penggolongan jenis pajak (Ilyas, 2007). 
Menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: 
a. Pajak langsung 
 Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul 
sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain 
serta dilakukan berulang-ulang pada waktu tertentu. 
b. Pajak tidak langsung 
Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat 
dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan dalam hal-hal 
tertentu atau peristiwa tertentu saja 
Menurut sasaranya pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak subjektif 
Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-
tama memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subjeknya). 
b. Pajak objektif 
Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-
tama memerhatikan/melihat objeknya baik nerupa keadaan perbuatan 
atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar 
pajak. 
 
Menurut lenbaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Pajak pusat  
Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat yang 
dalam pelaksanaanya dilakukan oleh departemen keuangan cq. 
Direktorat Jenderal Pajak. 
b. Pajak daerah  
Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah 
yang dalam pelaksanaanya sehari-hari dilakuklan oleh Dinas 
Pendapatan Daerah (Dipenda). 
Contohnya: pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, pajak 
resoran, pajak hiburan. 
B. Penagihan Pajak 
1. Penagihan pajak 
Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusukkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang-barang yang telah 
disita. 
Penagihan pajak dapat dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan 
pasif dan penagihan aktif. Penagihan pasif dilakukan melalui Surat 
Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) 
dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). 
Sedangkan penagihan aktif dilakukan melalui surat paksa sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Suandy, 2006) 
Penagihan pajak tidak dapat disamakan dengan penagihan utang pada 
umumnya. Penagihan pajak didasarkan atas kedaulatan negara, utang 
pajak adalah utang kepada negara sehingga pelunasanya dapat dipaksakan. 
Karena sifatnya yang khusus ini maka utang pajak dapat dituntut 
pelunasanya tanpa melalui proses peradilan perdata terlebih dahulu dan 
dalam batas-batas tertentu fiskus berhak mendahului kreditur-kreditur lain 
(Munawir, 1992: 31). 
Dari sekian utang yang dimiliki seseorang atau badan, utang pajak 
memiliki kedudukan yang kuat. Dalam kaitanya dengan tagihan pajak, 
negara mempunyai hak mendahului terhadap harta tetap dan harta 
bergerak yang dimiliki oleh wajib pajak, dibandingkan dengan kreditur-
kreditur lain. Pada saat perusahaan dilikuidasi, hasil penjualan harta yang 
dimiliki harus pertama-tama digunakan untuk melunasi utang pajak, baru 
kalau masih ada sisanya dapat digunakan untuk melunasi utang-utang 
yang lainya sesuai dengan kedudukan utang-utang tersebut (Soemarso, 
2007). 
2. Pejabat Penagihan Pajak 
Pengertian pejabat penagihan pajak menurut pasal 1 ayat 5 Undang-
undang Nomor 19 Tahun 2000 adalah pejabat yang berwenang untuk 
mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitkan Surat 
Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (SPPSS), Surat Paksa (SP), 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), surat pencabutan sita, 
pengumuman lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, Surat 
Perintah  Penyanderaan (SPP), dan surat lain yang diperlukan untuk 
penagihan pajak sehubungan dengan penanggung tidak melunasi sebagian 
atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. 
3. Jurusita Pajak 
Pengertian jurusita pajak dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2000 adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi 
penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, 
dan penyanderaan. 
Jurusita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak pusat atau Gubernur atau 
Bupati/Walikota untuk penagihan pajak daerah (Rusjdi, 2007) 
Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana 
eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap. Oleh karena itu, 
untuk dapat diangkat sebagai jurusita pajak harus memenuhi syarat-syarat 
tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, misalnya, pendidikan serendah 
rendahnya lulusan Sekolah Menegah Umum (SMU) atau yang sederajat 
serta mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurusita pajak (Rusjdi, 
2007) 
 
  
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita 
pajak adalah sebagai berikut, (Suandy, 2000): 
a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau 
sederajat, 
b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a, 
c. berbadan sehat, 
d. lulus pendidikan dan latihan jurusita pajak,dan 
e. jujur bertanggung jawab dan penuh pengabdian. 
Jurusita pajak diberhentikan apabila (Rusjdi, 2007): 
a. meninggal dunia, 
b. pensiun, 
c. karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya, 
d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas, 
e. melakukan perbuatan tercela, 
f. melanggar sumpah dan janji Jurusita Pajak, dan 
g. sakit jasmani atau rohani terus-menerus. 
Dengan pertimbangan bahwa jurusita pajak harus ada pada setiap 
kantor pejabat, baik pejabat untuk penagihan pusat maupun pejabat untuk 
penagihan pajak daerah, maka kewenagan pengangkatan dan 
pemberhentian jurusita pajak diberikan kepada pejabat dengan 
berpedoman pada syarat-syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri 
(Rusjdi, 2007) 
  
Jurusita pajak mempunyai tugas sebagai berikut, (Rusjdi, 2007): 
1. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, 
2. memberitahukan Surat Paksa, 
3. melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak 
berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,dan 
4. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah 
Penyanderaan. 
Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan 
kartu tanda pengenal jurusita dan harus diperlihatkan kepada penanggung 
pajak. Penggunaan kartu tanda pengenal ini dimaksudkan sebagai bukti 
diri bagi jurusita pajak bahwa yang bersangkutan adalah jurusita yang sah 
dan benar-benar bertugas untuk melaksanakan tindakan penagihan pejak 
(Rusjdi, 2007) 
Dalam melaksanakan tugasnya, jurusita pajak berwenang memasuki 
dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan 
tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha dan melakukan 
penyitaan di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal penanggung pajak, 
atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpana objek 
sita. 
Kewenangan jurusita pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk 
menemukan objek sita yang ada ditempat usaha, tempat kedudukan, atau 
tempat tinggal penanggung pajak dalam memperhatikan norma yang 
berlaku dalam masyarakat, misalnya dengan terlebih dahulu meminta izin 
dari penanggung pajak. Kewenangan ini pada hakekatnya tidak sama 
dengan penggeledahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana. 
Jurusita pajak menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat, kecuali 
ditetapkan lain dengan kep[utusan menteri atau keputusan kepala daerah. 
Pada dasarnya jurusita pajak melaksanakan tugasnya di wilayah kerja 
pejabat yang mengangkatnya, namun apabila dalam suatu kota terdapat 
beberapa wilayah kerja pejabat, maka menteri atau kepala daerah 
berwenang menetapkan bahwa jurusita pajak dapat melaksanakan 
tugasnya diluar wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya (Rusjdi, 2007). 
4. Surat Paksa 
Jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak 
KUrang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah 
yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu 
yang telah ditetapkan dalam ketetapan tersebut, ditagih dengan surat 
paksa. Dalam hal juml;ah tagihan pajak tersebut yang tidak atau kurang 
bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai 
dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi 
angsuran pembayaran pajak, penagihan dilakukan dengan surat paksa. 
Penagihan dengan sutrat paksa tersebut dilaksanakan terhadap 
penangguang pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan 
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
Pengertian surat paksa menurut pasal 1 ayat 12 Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2000 adalah surat perintah membayar utang pajak dan 
biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbikan bila penanggung pajak tidak 
melunasi utang pajak pada saat jatuh tempo pembayaran dalam surat 
teguran (Ilyas, 2007) 
Surat paksa sekurang kurangnya harus memuat, (Rusjdi, 2007): 
a. nama wajib pajak, 
b. dasar penagihan, 
c. besarnya utang pajak, dan 
d. perintah untuk membayar. 
Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunadi 
oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak 
diterbitkanya surat teguran, pejabat segera menerbitkan surat paksa 
(Rusjdi, 2007). 
Surat paksa diterbitkan apabila, (Rusjdi, 2007): 
a. penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 
diterbitkan surat teguran atau surat perintah atau surat lain yang 
sejenis, 
b. terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika 
dan sekaligus, 
c. penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan 
pembayaran pajak. 
 
5. Penagihan Seketika dan Sekaligus 
Penagiha seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sedangkan penagihan 
sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua 
jenis pajak dan tahun pajak (Suandy, 2006). 
Jurusita pajak melakukan penagihan seketikan dan sekaligus tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo pambayaran berdasarkan Surat Perintah 
Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila 
(Fitriandi, 2007): 
a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu, 
b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau 
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan 
kegiatan perusahaan, atau pekarjaan yang dilakukan di Indonesia, 
c. terdapat tanda-tanda bahwa penangguang pajak akan 
membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, 
atau memekarkan usahanya, atau melakukan perubahan bentuk 
lainya, 
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara, 
e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak  oleh [pihak ketiga 
atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 
Dalam hal diketahui oleh jurusita bahwa barang milik penanggung 
pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, 
atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan 
uashanya, memindahtangankan perusahaan yang dimuliki atau 
dikuasainya, jurusita pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan 
sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang 
milik penanggung pajak yang dimaksud setelah surat paksa diberitahukan. 
Yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang kuat 
bahwa penanggung pajak mengurangi atau menjual barang-barangnya 
sehingga tidak ada barang yang disita (Rusjdi, 2007). 
Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan oleh 
pejabat pada saat (Rusjdi, 2007): 
a. sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, 
b. tanpa didahului surat teguran, 
c. sebelum jangkawaktu 21 (duapuluh satu) hari sejak surat teguran 
disampaikan, atau 
d. sebelum penerbitan surat paksa. 
Surat penagihan seketika dan sekaligus sekurang-kurangnya memuat 
(Rusjdi, 2007): 
a. nama wajib pajak atau nama wajibpajak dan penanggung pajak, 
b. besarnya utang pajak, 
c. perintah untak membayar pajak, dan 
d. saat pelunasan utamg pajak. 
6. Gugatan dan Sanggahan 
a. Gugatan atas surat paksa, sita, lelang 
Gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, SPMP, atau 
pengumuman lelang hanya dapat diadukan pada badan peradilan pajak. 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk member hak kepada penanggung 
pajak untuk mengajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dalam 
hal penanggung pajak tidak setuju terhadap pelaksanaan penagihan 
pajakyang meliputi pelaksanaan surat paksa, SPMP, atau pengumuman 
lelang. 
Dalam hal gugatan penanggung pajak dikabulkan, penanggung 
pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada 
pejabat. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan  hanya 
dalam bentuk uang. Besarnya ganti rugi paling banyak Rp 
5.000.000,00 (lima juta rupiah). Perubahan besarnya ganti rugi 
ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan 
Kepala Daerah. (Rusjdi, 2007) 
b. Jangka waktu pengajuan gugatan 
Gugatan penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
UU No. 19 Tahun 2000 diajukan dal;am waktu 14 (empat belas) hari 
sejak surat paksa, SPMP, atau pengumuman lelang dilaksanakan. 
Jangka 14 (empat belas) hari untuk mengajukan gugatan atas surat 
paksa dihitaung sejak pemberitahuian surat paksa kepada penanggung 
pajak, untuk SPMP dihitung sejak pembuatan berita acara pelaksanaan 
sita. Dengan demikian lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 
14 (empatbelas) hari sejak pemgu,muman lelang. Apabila dalam 
jangka waktu yang dimaksud penanggung pajak tidak mengajukan 
gugatan, maka hak penanggung pajak untuk menggugat dinyatakan 
gugur (Rusjdi, 2007). 
c. Sanggahan 
Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita 
hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri (UU No. 19 tahun 
2000). Pengadilan Negeri yang menerima sanggahan memberitahukan 
secara tertulis kepada pejabat (UU No. 19 tahun 2000). Pejabat 
menangguhkan pelaksanaan p[enagihan pajak hanya terhadap barang 
yang disanggah kepemilikanya sejak menerima pemberitahuan dari 
Pengadilan Negeri (UU No. 19 tahun 2000). 
Sanggahan pihak ketiga terhadp kepemilikan barang yang disita 
tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. Pada dasarnya pihak 
ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barng ayang 
disita oleh jurusita pajak melalui proses perdata. Namun apabila 
pejabat lelang telah menunjuk seorang pambeli sebagai pemenang 
lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan 
tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang sudah 
terjual tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian 
hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada 
pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk 
mengajukan senggahan sebelum lelang dilaksanakan (Rusjdi, 2007). 
  
 
 
 
7. Ketentuan Pidana 
a. Penanggung pajak 
Penanggung pajak yang melanggar ketentuan (pasal 23 ayat (1)): 
1. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, 
meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak 
barang yang telah disita, 
2. membebani barang yang tidak bergerak yang telah disita dengan 
hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu, 
3. membebani barang yang tidak bergerak yang telah disita dengan 
fidusia auatu digunakan umtuk peluansan utang tertentu, 
4. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau salinan 
Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang 
sitaan. 
Dipidana  dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan 
denda peling banyar Rp 12.000.000,00 (duabelas juta rupiah) (UU No. 
19 tahun 2000). 
b. Pihak Terkait 
Apabila pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran 
pajak dengan cara berikut ini (pasal25ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f): 
1. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro, atau 
bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu,dipindah bukukan, 
2. obligasi, saham, atau surat berharga lainya yang diperdagangkan di 
bursa efek atas permintaan pejabat, 
3. obligasi, saham, atau surat berharga lainya yang tidak 
diperdagangkan di bursa efek segerra dijual oleh pejabat, 
4. piutang dibuatkan berita acara persetujuan pengalihan hak menagih 
dan penanggung pajak kepada pejabat, 
5. penyertaan modal kepada perusahaan lain dibuatkan akte 
persetujuan pengalihan hak menjual kepada pejabat. 
Tidak melaksanakan kewajibanya, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) bulan 2(dua) munggu dan denda paling banyak 
Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (UU No. 10 Tahun 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
BAB III 
PEMBAHASAN 
A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
KPP Pratama Karanganyar merupakan pecahan dari KPP Surakarta 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor:55/PMK.01/2007 tanggal 
31 Mei 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan 
nomor:132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Ertikal 
Direktorat Jendral Pajak, diberitahukan bahwa kode wilayah KPP Pratama 
Karanganyar yang sebelumnya 526 (KPP Surakarta) menjadi 528, 
misalnya NPWP nomor : 01.000.000.0-526.000 yang semula kode wilayah 
KPP Surakarta berhubung berada diwilayah KPP Pratama karanganyar 
maka otomatis NPWP berubah menjadi nomor :01.000.000.0-
528.000.Pada awal berdirinya, KPP Pratama Karanganyar menggunakan 
fasilitas kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surakarta. 
Sehubungan digunakannya kantor tersebut sebagai kantor wilayah DJP 
Jawa Tengah II pada bulan Januari 2007 maka untuk sementara waktu 
kegiatan operasional KPP Pratama Karanganyar dipindahkan ke eks-
Kantor pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Surakarta. Pada akhir 
bulan Desember 2007 KPP Pratama Karanganyar pindah dari eks-Karikpa 
Surakarta ke Gedung Megaria Jalan Raya palur karena banjir bandang 
sungai bengawan Solo yang mengakibatkan sebagian besar dokumen 
hanyut terbawa air banjir. Maka dari itu untuk menjaga keamanan dan 
kenyamanan dalam melakukan segala aktifitas kini KPP Pratama 
Karanganyar telah menjadi lembaga perpajakan yang independen.  
2. Tempat Kedudukan 
Kantor Pelayanan Pajak Pratam Karanganyar sekarang berkedudukan 
di Jl. KH. Samanhudi No.7 Komplek Perkantoran Cangakan, 
Karanganyar. 
3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
Wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar meliputi 2 kabupaten, yaitu: 
a. Kabupaten Karanganyar terdiri dari 16 kecamatan. 
b. Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan. 
Tabel III.1 
WILAYAH KERJA KPP PRATAMA KARANGANYAR 
WILAYAH/LOKASI ADMINISTRASI 
JUMLAH WP 
NO WILAYAH 
LUAS 
WILAYAH 
(ha) 
JUMLAH 
PENDUDUK 
JUMLAH 
KK 
OP BADAN 
I 
KABUPATEN 
KARANGANYAR 
77,370 844,489 215,432 13,610 1,677 
II 
KABUPATEN 
SRAGEN 94,155 863,914 258,977 11,310 1,433 
J   U   M   L   A   H 171,525 1,708,403 474,409 24,920 3,110 
(sumber : Seksi Waskon Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
 
 
 
 
 
4. Tujuan dan fungsi didirikannya KPP Pratama Karanganyar 
a. KPP Pratama Karanganyar memiliki tujuan sebagai berikut: 
1) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya 
wajib pajak, 
2) untuk menggali potensi fiskal dan meningkatkan penerimaan pajak, 
3) untuk memberi kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak 
dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan, 
4) untuk memberikan penilaian pembinaan WP yang dapat dilakukan 
dengan berbagai uapaya antara lain dengan memberikan 
penyuluhan pengetahuan tentang perpajakan baik melalui media 
masa maupun penerangan langsung, dan 
5) untuk menunjang perkembangan dan mempercepat terwujudnya 
kepatuhan wajib pajak, khususnya di wilayah atau daerah 
wewenang KPP Pratama Karanganyar. 
b. Fungsi dari didirikannya KPP Pratama Karanganyar adalah: 
1) untuk pengumpulan dan pengolahan data, penyejian informasi 
perpajakan, pengamat potensi perpajakan dan ekstensifikasi wajib 
pajak, 
2) untuk penelitian dan penatausahaan SPT, SPM, serta berkas wajib 
pajak, 
3) untuk pengawasan pembayaran masa PPh, PPN, PPnBM, dan 
pajak tidak langsung, 
4) untuk penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, 
penyelesaian keberatan, penatausahaan, banding dan penyelesaian 
restitusi pajak PPh, PPN, PPnBM, 
5) untuk pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan, 
6) untuk penerbitan surat ketetapan pajak, 
7) untuk pembetulan surat ketetapan pajak, 
8) untuk pengurangan sanksi pajak, 
9) untuk penyuluhan dan pelayanan konsultasi pajak, 
10) untuk pelaksanaan administrasi KPP. 
5. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak 
a. Visi Dirjen Pajak 
Visi dirjen pajak adalah menjadi institusi pemerintah yang 
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang 
efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan 
profesionalisme yang tinggi, yang bercirikan sebagai berikut: 
1) aparat yang berintegritas tinggi dan profesional, 
2) memiliki kinerja tnggi dan setara dengan kinerja instansi 
perpajakan negara maju, 
3) kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan secara menyeluruh, 
4) kewibawaan yang tinggi di mata masyarakat domestik dan 
internasional, 
5) memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak yanh 
tinggi. 
 
b. Misi dirjen pajak 
Misi dirjen pajak adalah menghimpun penerimaan pajak negara 
berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan 
kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan 
efisien dengan batasan-batasan sebagai berikut: 
1) tingkat tax ratio, coverage ratio, dan complience ratio  yang tinggi, 
2) pajak mampu berperan utama dalam membiayai defisit APBN, 
3) kebijaksanaan perpajakan netral dan non distortion, 
4) mampu mendukung kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, 
sosial, dan politik, 
5) cost of collection rendah. 
6. Sturktur Organisasi 
Struktur organisasi di KPP Pratama Karanganyar terdiri dari kepala 
kantor, bendaharawan, subbag umum, seksi pelayanan, seksi pengolahan 
data dan informasi, seksi ekstensifikasi, seksi penagihan, seksi 
pemeriksaan, seksi waskon I, seksi waskon II, seksi waskon III, Kantor 
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) wilayah 
Sragen, dan kelompok jabatan fungsional pemeriksa. Total jumlah 
pegawai per 1 Juli 2008 adalah 92 orang dengan rincian satu orang kepala 
kantor (eselon III), delapan kepala seksi (eselon IV), satu orang kepala 
KP2KP Sragen, 22 Account Representative, tiga pemeriksa, tiga orang 
jurusita pajak dan 55 orang pelaksana. Dari 55 orang pelaksana tersebut 13 
orang di sub bagian umum, 10 orang di seksi pelayanan, sembilan orang di 
seksi PDI, empat orang di seksi penagihan (jurusita tidak termasuk), enam 
orang di seksi ekstensifikasi, dan tiga orang di seksi pemeriksaan. 
Berikut adalah struktur organisasi KPPPratama Karanganyar. 
Gambar III.1 
STRUKTUR ORGANISASI DI KPP PRATAMA KARANGANYAR 
(sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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      Berikut ini merupakan jabatan diskripsi jabatan dan tugas tiap-tiap bagian 
di KPP Pratama Karanganyar 
a. Kepala Kantor 
Kepala kantor bertugas mengkoordinasi dan mengendalikan kegiatan 
operasional pelayanan perpajakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan, untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan. 
b. Sub Bagian umum 
Sub bagian umun mempunyai tugas sebagai tempat untuk: 
1) Penerimaan, pemrosesan, penatausahaan, dokumen masuk KPP. 
2) Penyampaian dokumen di KPP. 
3) Penyusunan RKAKL lapran berkala KPP, laporan tahunan, 
laporan/daftar realisasi anggaran belanja. 
4) Penerimaan inventaris dari rekaan/pihak lain. 
5) Penutupan buku kas umum. 
c. Seksi pengolahan data dan informasi 
Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas sebagai tempat 
untuk: 
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi PDI. 
2) Penatausahaan alat keterangan. 
3) Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak , 
perkembangan ekonomi, dan keuangan. 
4) Pembentukan dan pemanfaatan bank data. 
5) Pembuatan dan penyampain SPh kirim. 
6) Penatausahaan penerimaan PBB Non-Elektrronik. 
7) Pembuatan Laporan Penerimaan PBB/BPHTB. 
8) Penyelesaian bagi hasil penerimaan PBB. 
 
 
d. Seksi Pelayanan 
Seksi pelayanan mempunyai tugas sebagai tempat untuk: 
1) Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan WP pada TPT 
2) Pendaftaran NPWP dan pengukuhan PKP serta penghapusan 
NPWP dan pencabutan PKP. 
3) Perubahan identitas WP. 
4) Pemindahan WP dan PKP di KPP lama dan KPP baru. 
5) Penerimaan dan pengolahan SPT tahunan dan masa. 
6) Permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT 
Tahunan PPh. 
7) Penenerbitan Surat Teguran untuk SPT Masa PPN. 
8) Penerbitan Surat Teguran untuk SPT Tahunan PPh. 
9) Penelitian hasil keluaran SPPT/STTS/DHKP/DHR. 
10) Permohonanan pencetakan salinan SPPT/SKP/STP. 
11) Peminjaman atau pengiriman berkas. 
12) Permohonan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang US 
Dollar. 
13) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan. 
14) Penerbitan SKP. 
15) Penatausahaan  dokumen masuk di pelayanan dan dokumen WP. 
16)  Penyisihan berkas WP yang masa/tahun pajaknya lebih dari 10 
tahun (kadaluwarsa). 
 
 
e. Seksi Pemeriksaan  
Seksi pemeriksaan mempunyai tugas sebagai tempat untuk: 
1) Pemrosesan dan penataushaaan dokumen masuk di seksi 
pemeriksaan. 
2) Penyelesaian SPT tahunan PPh lebih bayar. 
3) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) 
4) Penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk selain WP patuh. 
5) Penyelesaian usulan pemeriksaan. 
6) Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan. 
7) Pengamatan oleh KPP. 
8) Pemeriksaan kantor dan lapangan. 
9) Penatausahaan laporan hasil pemeriksaan dan nota hitung. 
f. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi ekstensifikasi mempunyai tugas sebagai tempat untuk: 
1) Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
ekstensifikasi. 
2) Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan 
lapangan. 
3) Penerbitan himbauan ber-NPWP. 
4) Pencarian data potensi perpajakan. 
5)  Pelaksanaan penilaian individual objek PBB. 
6) Pembuatan DBKB. 
7) Pembentukan/penyempurnanan ZNT/NIR. 
8) Pemeliharaan data objek dan subjek PBB. 
9) Penyelesaian mutasi sebagaian dan atau seluruhnya objek dan 
subjek PBB. 
10) Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP. 
11) Penyelesaian permohonan surat keterangan NJOP. 
12) Penerbitan daftar nominatif usulan SP3 SPL ekstensifikasi. 
g. Seksi Pengawasan  dan Kosultasi 
Seksi pengawasan dan konsultasi mempunyai tugas sebagai tempat 
untuk: 
1)  Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi 
pengawasan dan konsultasi. 
2) Penerbitan SPMKP, SPMIB, SKBKBN/SKBKBT/STB, SKP PBB, 
teguran pengembalian SPOP, surat himbauan SPT. 
3) Penerbitan SPMKP/SPMIB pengganti karena kadaluwarsa. 
4) Penerbitan SPMKP/SPMIB yang rusak/salah (yang sudah atau 
belum diterbitkan) 
5) Penyelesaian permohonan WP. 
6) Pembuatan SPMKP/SPMIB yang hilang. 
7) Penyelesaian pemindahbukuan dan pemindahbukuan ke KPP lain. 
8) Penyelesaian pembetulan STB/SKBKB/SKBKBT secara jabatan. 
9) Pelaksanaan putusan gugatan/banding. 
10) Penyelesaian penghitungn lebih bayar. 
11) Penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran PBB. 
12) Pemberian bimbingan kepada WP. 
13) Menjawab surat yang berkaitan dengan konsultasi teknis 
perpajakan bagi WP. 
14) Layanan permintaan perubahan metode penilaian persediaan. 
15) Penetapan WP patuh. 
16) Pemutakhiran profil WP. 
17) Pelaksanaan ekualisasi. 
18) Pengusulan PKP fiktif. 
19) Penatausahaan SK pembetulan dari seksi pengawasan dan 
konsultasi. 
20) Penatausahaan SKK/PB/pengurangan  atau pembatalan ketetapan 
pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di 
seksi pengawasn dan konsultasi. 
21) Penyusunan estimasi penerimaan pajak ber-NPWP. 
22) Pelaksanaan penelitian dan analisis kepatuhan material WP. 
Seksi Waskon I membawahi 14 kecamatan, antara lain: 
1) Kecamatan Karangpandan 
2) Kecamatan Karanganyar 
3) Kecamatan Kebakramat 
4) Kecamatan Tasikmadu 
5) Kecamatan  Mojogedang 
6) Kecamatan Sidoharjo 
7) Kecamatan Tangen 
8) Kecamatan Gemolong 
9) Kecamatan Mondokan 
10) Kecamatan Sumberlawang 
11) Kecamatan Tanon 
12) Kecamatan Kalijambe 
13) Kecamatan Masaran 
14) Kecamatan Sambung Macan 
Seksi Waskon II membawahi 9 kecamatan, antara lain: 
1) Kecamatan Jaten 
2) Kecamatan Matesih 
3) Kecamatan Jatipuro 
4) Kecamatan Gondang 
5) Kecamatan Jenar 
6) Kecamatan Sukodono 
7) Kecamatan Kedawung 
8) Kecamatan Sragen 
9) Kecamatan Tawang Mangu 
Seksi Waskon III membawahi 13 kecamatan, antara lain: 
1) Kecamatan Colomadu 
2) Kecamatan Gondangrejo 
3) Kecamatan Kerjo 
4) Kecamatan Jatiyoso 
5) Kecamatan Jumantono 
6) Kecamatan Plupuh 
7) Kecamatan Sambirejo 
8) Kecamatan Ngrampal 
9) Kecamatan Ngargoyoso 
10) Kecamatan Karang Malang 
11) Kecamatan Jumapolo 
12) Kecamatan Miri 
13) Kecamatan Gesi 
h. Seksi Penagihan 
Tugas dari seksi penagihan adalah sebagai berikut: 
1) Membuat surat teguran dan surat paksa. 
2) Menerbitkan surat sita. 
3) Membuat laporan surat paksa. 
4) Membuat berita acara pelaksanaan sita. 
5) Melaksanakan lelang. 
6) Menerima dan mentatausahakan daftar pengantar SPT/SKP/PBk 
dari seksi pelayanan dan kemudian merekamnya. 
7) Mentatausahakan surat masuk dan surat keluar. 
8) Melakukan konfirmasi data tunggakan pajak. 
9) Mencetak surat teguran. 
10) Melakukan validasi tunggakan awal wajib pajak. 
11) Mentatausahakan kartu pengawasan tunggakan pajak dan STP/SKP 
ketetapan wajib pajak. 
12) Pengarsipan berkas tunggakan wajib pajak. 
 
 
B. Laporan Magang Kerja 
1. Latar Belakang 
a. Alasan Melakukan Magang 
Kegiatan  magang mahasiswa diploma 3 perpajakan fakultas 
ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta adalah kegiatan yang 
bersifat wajib dan rutin dilaksanakan oleh semua mahasiswa di 
semester akhir. Kegiatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan 
teori yang telah didapat saat perkuliahan, selain itu magang juga 
melatih para mahasiswa untuk mampu bekerja di lapangan. 
Program studi perpajakan mewajibkan mahasiswanya untuk 
melakukan magang kerja karena magang kerja dianggap perlu untuk 
menambah pengetahuan dan kemampuan di lapangan para mahasiswa 
dan salah satunya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar 
ahli madya. 
Kegiatan magang mahasiswa dilakukan minimal 2 bulan di 
semester enam atau semester akhir pada program diploma, pemilihan 
tempat magang menjadi otoritas setiap mahasiswa akan tetapi memiliki 
batasan untuk sesuai dengan disiplin ilmu yang di dapat. 
Kegiatan magang mahasiswa didasarkan oleh kemauan mahasiswa 
untuk mengerti pengaplikasian teori yang sudah dipelajari selama lima 
semester di dalam dunia kerja, dengan ijin dari program diploma di 
Fakultas Ekonomi dan juga mahasiswa ingin mengetahui secara nyata 
perubahan dan perbedaan antara teori buku dengan hal-hal yang ada di 
dunia kerja. Ingin menambah kemampuan dalam kalkulasi perpajakan 
juga sebagai salah satu alasan mengapa kegiatan magang perlu 
dilakukan, lebih kepada tanggung jawab moral untuk terjun kedalam 
dunia kerja.Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan sebagai syarat 
guna memenuhi penyusunan Tugas Akhir (TA) untuk mendapatkan 
gelar pendidikan Ahli Madya (A. Md). 
b. Alasan Pemilihan Tempat Magang 
Di dalam kegiatan magang ini mahasiswa menentukan sendiri 
instansi/lembaga yang akan dijadikan tempat magang. Saya memilih 
tempat magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar 
didasarkan atas pertimbangan yaitu sesuai dengan objek studi yang 
ditempuh dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam melakukan 
semua aktivitas yang berkenaan dengan kegiatan magang. Selain 
alasan terbut, alasan pemilihan tempat magang di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Karanganyar adalah lokasinya yang tidak terlalu jauh 
dengan tempat tinggal penulis sehingga mudah dijangkau. 
c. Alasan pemilihan divisi magang 
Dalam kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Karanganyar, mahasiswa tidak bisa memilih divisi magang. Dalam 
pemilihan divisi sepenuhnya ditentukan oleh instansi yang 
bersangkutan maka dari itu segala aktivitas yang berhubungan dengan 
kegiatan instansi keputusan sepenuhnya berada di tangan instansi yang 
bersangkutan. 
 
 
2. Tujuan Magang 
Pelaksanaan magang ini dilakukan dengan tujuan: 
a. Untuk mencari data-data yang diperlukan sehubungan dengan 
penyusunan tugas akhir sebagai syarat kelulusan mahasisiwa program 
diploma III untuk mendapatkan gelar ahli madya. 
b. Untuk mendidik dan melatih mahasiswa agar mempunyai kemampuan 
dalam berpikir secara sistematis, dan kritis khususnya agar dapat 
memecahkan permasalahan dibidang perpajakan dan 
mengimplementasikan apa yang telah diajarkan di bangku kuliah 
c. Untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa di bidang perpajakan 
agar dapat membandingkan antara teori yang diperoleh pada bangku 
perkuliahan dengan kenyataan di lapangan selama mengikuti kegiatan 
magang. 
3. Aktivitas Magang 
Selama menjalani proses magang karena berada pada seksi 
Pengelolaan Data dan Informasi (PDI), maka kegiatan yang dilakukan 
adalah merekam Surat Pemberitahuan (SPT) masa, merekam Surat 
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dan dijitasi peta 
Dihari pertama yaitu tanggal 1 Februari, di bagian Pengelolaan Data 
dan Informasi (PDI) penulis ditugaskan untuk  memasukan data dari 
Surat Pemberitahuan (SPT) kedalam perekam lokal yang ada di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) tersebut. Pengaplikasian ilmu pada saat 
memasukan data dari Surat Pemberitahuan (SPT) adalah meneliti apakah 
penghasilan kena pajak dan pajak terutang realistis setelah dihitung 
dengan tarif yang ada atau tidak, dan diketahui masih banyak wajib pajak 
yang belum mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar. 
Penulis melaksanakan tugas memasukan data dari Surat 
Pemberitahuan (SPT) dari tanggal 1 februari 2010 sampai dengan tanggal 
24 februari 2010, setelah itu penulis diberi tugas yang berbeda yaitu 
merekam data Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang agak 
berbeda dengan merekam data dari Surat Pemberitahuan (SPT). Data 
yang direkam didalam Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) di 
bagian Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) adalah mutasi, pemecahan 
Obyek Pajak (OP), pembatalan, Obyek Pajak (OP) baru, dan ada atau 
tidak ada bangunan. Sebenarnya ada yang lainya seperti perubahan luas 
tanah, ganti nama, salah luas, tetapi itu tidak direkam di bagian 
Pengelolaan Data dan Informasi (PDI). Disini penulis mendapatkan 
pengalaman menangani Wajib Pajak (WP) yang ingin memecah 
tanahnya, membatalkan Nomor Obyek Pajak (NOP) atau menghapusnya 
dan lain-lain melalui Suart Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP). Penulis 
melaksanakan tugas itu sampai dengan tanggal 4 maret 2010, dan penulis 
mendapatkan tugas baru menggantikan mahasiswa magang dari UNDIP 
Teknik Geodesi, yaitu digitasi peta, tetapi masih di bagian Pengelolaan 
Data dan Informasi (PDI). 
Disini penulis membuat peta yang masih tidak beraturan, gambarnya 
tidak jelas dan belum dapat diolah sampai peta tersebut dapat dilihat jelas 
teratur dan tercatat secara berurutan. Langkah pertama adalah men-scan 
peta yang tercetak pada kertas, lalu menyimpannya di dalam dics. 
Kemudian peta yang telah di-scan diolah dengan menggunakan software 
mapinfo dimulai dengan menggabungkan peta yang tidak teratur secara 
berurutan sesuai dengan blok-bloknya. 
Setelah selesai menggabungkan peta tersebut, peta yang telah 
tergabung mulai di dijit. Pertama didijit tiap blok, yaitu memperjelas peta 
tiap bloknya secara berututan, dan harus saling bertautan antara blok satu 
dengan blok yang lainnya. Kemudian setelah selesai mendijit tiap blok, 
mulailah mendijit petak tanah secara berurutan, baik berurutan tiap 
petaknya maupun berurutan tiap bloknya. 
Setelah melalui proses panjang tersebut masih ada proses 
selanjutnya yaitu pemberian bangunan pada petak-petak yang sudah 
ditandai bahwa didalam petak tanah itu terdapat bangunan. Setelah 
pemberian tanda bangunan mulailah pemberian nomor blok dan nomor 
petak tanah, selanjutnya masih dengan software  mapinfo, petak-petak 
tanahnya diberikan Nomor Obyek Pajak (NOP). 
4. Jadwal Magang 
Kegiatan magang dimulai dari hari Senin tanggal 1 Februari sampai 
dengan hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dengan masuk pukul 07.30 s/d 
15.00 WIB dengan 5 hari kerja setiap minggunya dari hari Senin sampai 
hari Jum’at. 
 
 
 
 
C. Pembahasan Masalah 
Dalam rangka mengamankan penerimaan negara perlu dilakukan berbagai 
upaya. Salah satu upaya adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar pajak. Seperti yang telah di sampaikan pada bab 1 (satu), bahwa 
perubahan sistem pemugutan pajak menjadi self assessment system telah 
disalah gunakan oleh penanggung pajak untuk menghindar dari kewajiban 
untuk membayar pajak. Maka dari itu timbulah utang pajak. 
Utang pajak yang dimiliki wajib pajak harus dilunasi, karena  itu 
merupakan penerimaan negara. Maka menjadi tugas dari bagian penagihan 
untuk menagih pajak yang terutang oleh wajib pajak yang dilaksanakan oleh 
jurusita pajak. Jurusita pajak mempunyai peranan penting dalam penagihan 
pajak. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Peran jurusita pajak dalam penagihan pajak aktif sebagai berikut: 
1. Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. 
Berikut ini akan dilakukan pembahasan mengenai peran jurusita pajak 
dalam tugasnya melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan 
sekaligus. Untuk dapat lebih jelasnya dapat dilihat flow chart tata cara 
penagihan seketika dan sekaligus pada gambar III.2 di bawah ini. 
Wajib pajak Jurusita Kasubag 
Penagihan 
Kepala KPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Gambar III.2 
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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Gambar III.3 
PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
Berdasar flow chart di atas dapat diketahui bahwa jurusita pajak 
mengetahui, mendapat informasi dan/atau menemukan bukti yang akurat 
perihal wajib pajak. Yang dimaksud perihal wajib pajak adalah: 
a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-
lamanya atau berniat untuk itu; 
b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau 
yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan 
kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di 
Indonesia; 
c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan 
badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan 
usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau 
dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya; 
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau 
e. terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga 
atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 
T 
Setelah jurusita pajak mengetahui, mendapat informasi, dan/atau 
menemukan bukti seperti yang telah disebutkan di atas maka jurusita pajak 
segera membuat konsep surat perintah penagihan pajak seketika dan 
sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, penerbitan 
surat teguran ataupun penerbitan surat paksa lalu menyampaikannya 
kepada kepala seksi penagihan. 
Setelah iti kepala seksi penagihan meneliti dan memaraf konsep surat 
perintah penagihan pajak seketika dan sekaligus, dan menyampaikannya 
kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Apabila kepala seksi 
penagihan tidak menyetujui, kasus penerbitan surat perintah penagihan 
pajak seketika dan sekaligus ditutup. Setelah surat perintah penagihan 
pajak seketika dan sekaligus  diteliti dan diparaf oleh kepala seksi 
penagihan maka dokumen diserahkan kepada kepala Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP). 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menerima, meneliti, 
memberikan batas waktu pelunasan, dan menandatangani surat perintah 
penagihan pajak seketika dan sekaligus. Setelah itu dokumen di serahkan 
kembali kepada jurusita pajak. 
Jurusita Pajak menatausahakan dan menyampaikan surat perintah 
penagihan pajak seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak untuk 
segera melunasi tunggakan pajaknya sebelum melakukan perbuatan-
perbuatan seperti yang tersebut di atas dan selanjutnya melaksanakan 
proses penagihan berikutnya. 
Di sini diketahui bahwa peran jurusita pajak adalah sebagai pencari 
informasi tentang penanggung tunggakan pajak, pembuat surat perintah 
penagihan seketika dan sekaligus sampai surat tersebut siap disampaikan 
kepada penanggung pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Memberitahukan surat paksa 
KPP Pratama Karanganyar melakukan pemberitahuan surat paksa 
melalui jurusita pajak di tahun 2009 sebanyak 734 surat paksa. Berikut ini 
akan dilakukan pembahasan mengenai peran jurusita pajak dalam tugasnya 
memberitahukan surat paksa. Pembahasan ini berdasarka flow chart 
berikut ini. 
Wajib pajak Jurusita Kasubag Penagihan Kepala KPP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Gambar III.4 
PENERBITAN DAN PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
Wajib pajak Jurusita Kasubag Penagihan Kepala KPP 
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Gambar III.5 
PENERBITAN DAN PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
Dari flow chart di atas dapat diuraikan bahwa berdasarkan data surat 
teguran yang telah lewat waktu dari sistem, jurusita pajak meneliti dan 
mencetak konsep surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa 
serta menyampaikannya kepada kepala seksi penagihan. 
Setelah kepala seksi penagihan menerima konsep surat paksa dan 
berita acara pemberitahuan surat paksa kemudian kepala seksi penagihan 
meneliti dan memaraf konsep surat paksa dan berita acara pemberitahuan 
surat paksa serta menyampaikannya kepada kepala Kantor Pelayanan 
Pajak (KPP). 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyetujui dan 
menandatangani surat paksa kemudian menyampaikannya kepada jurusita 
pajak. Kemudian jurusita pajak menerima surat paksa dan 
memberitahukan surat paksa dan berita acara pemberitahuan surat paksa 
kepada wajib pajak/penanggung pajak. 
Jurusita pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan 
Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada kepala 
seksi penagihan. Kemudian kepala seksi penagihan meneliti dan 
menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian 
menyerahkannya kembali kepada jurusita pajak untuk ditatausahakan. 
Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada kartu 
pengawasan serta mengarsipkan LPSP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) 
Penyitaan yang dilakukan oleh jurusita pajak ada 3 (tiga) macam, 
yaitu: 
1) Penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak berupa barang 
bergerak. 
Pembahasan penyitaan kekayaan penanggung pajak berupa barang 
bergerak akan dilakukan berdasrkan flow chart berikut ini. 
Penyimpan barang 
sitaan 
WP Saksi-saksi Jurusita 
Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.6 
PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN PENANGGUNG 
PAJAK BERUPA BARANG BERGERAK 
 (sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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Gambar III.7 
PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN PENANGGUNG 
PAJAK BERUPA BARANG BERGERAK 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
Berdasarkan flow chart  di atas dapat diuraikan bahwa didasarkan 
pada Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang telah 
diterbitkan, jurusita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal 
jurusita pajak, menyampaikan SPMP kepada penanggung pajak, dan 
memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan. Penyitaan tetap 
dapat dilaksanakan meskipun tidak dihadiri oleh penanggung pajak, 
sepanjang ada salah seorang saksi berasal dari pemerintah daerah 
Surat pengantar Menatausahakan 
dan 
mengirimkan 
Surat pengantar 
dan BASP 
Surat pengantar 
dan BASP 
Surat pengantar 
dan BASP 
T 
Selesai  
setempat sekurang-kurangnya setingkat sekretaris kelurahan atau 
sekretaris desa. Setelah itu jurusita pajak melakukan inventarisasi dan 
membuat rincian tentang barang bergerak beserta bukti 
kepemilikannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran berita 
acara pelaksanaan sita, membuat dan menandatangani berita acara 
pelaksanaan sita, dan menyampaikannya kepada penanggung pajak 
untuk ditandatangani. 
Selanjutnya penanggung pajak meneliti dan menandatangani 
berita acara pelaksanaan sita dan menyampaikannya kepada saksi-
saksi untuk ditandatangani. Dalam hal penanggung pajak menolak 
untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, jurusita harus 
mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara pelaksanaan sita. 
Setelah saksi-saksi meneliti dan menandatangani berita acara 
pelaksanaan sita lalu berita acara tersebut disampaikan kepada jurusita. 
Jurusita pajak menunjuk penyimpan barang sitaan di depan saksi-
saksi dan menitipkan barang sitaan. Penyimpan barang sitaan meneliti 
dan menandatangani berita acara pelaksanaan sita. Setelah itu jurusita 
pajak membuat konsep surat pengantar salinan berita acara 
pelaksanaan sita dan menyampaikannya kepada kepala seksi 
penagihan. 
Kepala seksi penagihan menerima surat pengantar salinan berita 
acara pelaksanaan sita kemudian kepala seksi penagihan meneliti dan 
memaraf konsep surat pengantar salinan berita acara pelaksanaan sita 
dan menyampaikannya kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
Kepala kantor pelayanan pajak menyetujui dan menandatangani 
konsep surat pengantar salinan berita acara pelaksanaan sita, kemudian 
jurusita menatusahakan dan mengirimkan surat pengantar berita acara 
pelaksanaan sita dan salinan berita acara pelaksanaan sita kepada 
penanggung pajak dan kepolisian (untuk barang bergerak yang 
kepemilikannya terdaftar). 
Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak dan biaya penagihan 
pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh 
empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada 
penanggung pajak. 
 
 
 
 
 
 
 
2) Penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak berupa barang tidak 
bergerak. 
Pembahasan berdasarkan flow chart berikut ini. 
WP Saksi-saksi Jurusita 
Pajak 
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Gambar III.8 
PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN PENANGGUNG 
PAJAK BERUPA BARANG TIDAK BERGERAK 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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Gambar III.9 
PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN PENANGGUNG 
PAJAK BERUPA BARANG TIDAK BERGERAK 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
 
Dari flow chart di atas dapat di uraikan bahwa berdasarkan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) yang telah diterbitkan, 
jurusita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak, 
menyampaikan SPMP kepada penanggung pajak, dan memberitahukan 
tentang maksud dan tujuan penyitaan. Dalam hal penanggung pajak 
menolak menerima SPMP atau tidak hadir, penyitaan tetap dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan ada salah satu saksi yang berasal dari 
pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya setingkat sekretaris 
kelurahan atau sekretaris desa. Penolakan penanggung pajak 
dicantumkan dalam berita acara pelaksanaan sita. Jurusita dapat 
meminta bantuan kepada pihak kepolisian, apabila jurusita pajak 
mengalami kesulitan untuk memasuki pekarangan objek sita.  
Jurusita pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian 
tentang barang tidak bergerak beserta bukti kepemilikannya dalam 
suatu daftar yang merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita, 
membuat dan menandatangani berita acara pelaksanaan sita serta 
menyampaikannya kepada  penanggung pajak. Kemudian penanggung 
pajak meneliti dan menandatangani berita acara pelaksanaan sita dan 
menyampaikannya kepada saksi-saksi. Dalam hal penanggung pajak 
menolak untuk menandatangani berita acara pelaksanaan sita, Jurusita 
pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam berita acara 
pelaksanaan sita.  
Saksi-saksi meneliti dan menandatangani Berita Acara 
Pelaksanaan Sita (BAPS) dan menyampaikannya kepada jurusita 
pajak, lalu jurusita pajak menempelkan stiker sita berdasarkan berita 
acara pelaksanaan sita pada pintu masuk dan/atau tempat lain yang 
dianggap diketahui oleh khalayak umum mengenai penyitaan terhadap 
barang tidak bergerak tersebut. 
Langkah selanjutnya jurusita pajak membuat konsep surat 
pengantar salinan berita acara pelaksanaan sita dan menyampaikannya 
kepada kepala seksi penagihan. Kemudian kepala seksi penagihan 
meneliti dan memaraf konsep surat pengantar salinan berita acara 
pelaksanaan sita dan menyampaikannya kepada kepala Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP). 
Setelah kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyetujui dan 
menandatangani konsep surat pengantar salinan berita acara 
pelaksanaan sita, kemudian jurusita menatausahakan dan mengirimkan 
salinan berita acara pelaksanaan sita dan surat pengantarnya kepada: 
a. penanggung pajak, 
b. badan pertanahan nasional, untuk tanah yang kepemilikannya 
sudah terdaftar, dan 
c. pemerintah daerah dan pengadilan negeri setempat, untuk tanah 
yang kepemilikannya belum terdaftar 
melalui bagian umum. Dalam hal objek sita berupa tanah, jurusita 
berdasarkan surat/bukti kepemilikan, melakukan konfirmasi status 
kepemilikan tanah dan/atau bangunan kepada badan pertanahan 
nasional sesuai wilayah kerja objek sita  pajak. Setelah mendapat 
jawaban konfirmasi mengenai bukti kepemilikan hak atas tanah 
dan/atau bangunan, jurusita pajak membuat papan pengumuman 
mengenai penyitaan terhadap tanah dan/atau bangunan berdasarkan 
berita acara pelaksanaan sita. 
3) Penyitaan terhadap kekayaan penanggung pajak berupa piutang 
Berikut ini akan dilakukan pembahasan mengenai peran jurusita 
pajak dalam tugasnya melakukan penyitaan terhadap kekayaan 
penanggung pajak berupa piutang. Pembahasan berdasarkan flow chart 
berikut ini. 
WP Saksi-saksi 
Jurusita 
Pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.10 
PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN PENANGGUNG 
PAJAK BERUPA PIUTANG 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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Gambar III.11 
PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN PENANGGUNG 
PAJAK BERUPA PIUTANG 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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Gambar III.12 
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PENYITAAN TERHADAP KEKAYAAN PENANGGUNG 
PAJAK BERUPA PIUTANG 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
Dari flow chart  di atas dapat di uraikan bahwa jurusita pajak 
melaksanakan penyitaan berdasarkan SPMP yang telah diterbitkan 
(SOP Tata Cara Penerbitan SPMP) dengan terlebih dahulu 
memperlihatkan kartu tanda pengenal jurusita pajak, memberitahukan 
tentang maksud dan tujuan penyitaan, dan menyampaikan SPMP. 
Kemudian jurusita pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian 
tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang 
merupakan lampiran berita acara pelaksanaan sita, membuat berita 
acara pelaksanaan sita dan membuat berita acara persetujuan 
pengalihan hak, menandatangani berita acara pelaksanaan sita dan 
berita acara persetujuan pengalihan hak dan menyampaikannya kepada 
penanggung pajak. 
Penanggung pajak meneliti dan menandatangani berita acara 
pelaksanaan sita dan berita acara persetujuan pengalihan hak dan 
menyampaikannya kepada penanggung pajak. Dalam hal penanggung 
pajak menolak untuk menandatanganinya, penyitaan tetap dapat 
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Untuk surat perjanjian utang-piutang yang tidak diperdagangkan di 
bursa efek, maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh 
jurusita pajak dan dua orang saksi dimana salah seorang saksi dari 
pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya sekretaris 
kelurahan atau sekretaris desa. 
b. Untuk surat perjanjian utang-piutang yang diperdagangkan di bursa 
efek, maka berita acara pelaksanaan sita ditandatangani oleh 
jurusita pajak dan dua orang saksi dimana salah seorang saksi dari 
badan pengawas pasar modal atau kustodian. 
Kemudian saksi-saksi menandatangani berita acara pelaksanaan 
sita dan berita acara persetujuan pengalihan hak serta  
menyampaikannya kepada jurusita pajak. Selanjutnya jurusita pajak 
membuat konsep surat pemberitahuan penyitaan piutang dan surat 
pengantar salinan berita acara pelaksanaan sita serta 
menyampaikannya kepada kepala seksi penagihan. 
Setelah kepala seksi penagihan menerima pengantar salinan berita 
acara pelaksanaan sita kemudian kepala seksi penagihan meneliti dan 
memaraf konsep surat pemberitahuan penyitaan piutang dan surat 
pengantar salinan berita acara pelaksanaan sita serta 
menyampaikannya kepada kepala kantor pelayanan pajak. 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyetujui dan 
menandatangani konsep surat pemberitahuan penyitaan piutang dan 
surat pengantar salinan berita acara pelaksanaan sita. Selanjutnya 
jurusita pajak menatausahakan dan mengirimkan surat pengantar dan 
salinan berita acara pelaksanaan sita, serta salinan berita acara 
persetujuan pengalihan hak kepada penanggung pajak, dan surat 
pemberitahuan penyitaan piutang, salinan berita acara pelaksanaan 
sita, serta salinan  berita acara persetujuan pengalihan hak kepada 
debitur (pihak yang berkewajiban membayar utang) melalui subbagian 
umum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. 
Dibawah ini di jelaskan peran jurusita pajak dalam melaksanakan 
penyanderaan dengan memperhatikan flow chart dibawah ini. 
Direktorat 
pemeriksaan dan 
penagihan 
Kepala KPP 
Kepala seksi 
penagihan Jurusita pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar III.13 
MELAKSANAKAN PENYANDERAAN BERDASARKAN 
SURAT PERINTAH PENYANDERAAN 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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Gambar III.14 
MELAKSANAKAN PENYANDERAAN BERDASARKAN 
SURAT PERINTAH PENYANDERAAN 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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Gambar III.14 
MELAKSANAKAN PENYANDERAAN BERDASARKAN 
SURAT PERINTAH PENYANDERAAN 
(sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar) 
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Berdasar  flow chart di atas dapat di uraikan sebagai berikut: 
a. Kepala seksi penagihan menerima izin penyanderaan dari menteri 
keuangan yang diteruskan dari direktorat pemeriksaan dan penagihan 
yang telah didisposisi kepala kantor pelayanan pajak dan menugaskan 
pelaksana seksi penagihan untuk membuat konsep surat perintah 
penyanderaan. 
b. Jurusita pajak membuat konsep surat perintah penyanderaan dan 
menyampaikan konsep surat tersebut kepada kepala seksi penagihan. 
c. Kepala seksi penagihan meneliti dan memaraf konsep surat perintah 
penyanderaan dan meneruskan konsep surat tersebut kepada kepala 
kantor pelayanan pajak. 
d. Kepala kantor pelayanan pajak menyetujui dan menandatangani surat 
perintah penyanderaan. 
e. Jurusita pajak setelah menerima surat perintah penyanderaan kemudian 
menyampaikan surat perintah tersebut langsung kepada penanggung 
pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk indonesia yang 
telah dewasa, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya (kepala 
seksi penagihan atau aparat desa/kelurahan), dan dibantu oleh minimal 
2 (dua) orang anggota kepolisian. 
f. Dalam hal penanggung pajak yang akan disandera tidak dapat 
ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, jurusita pajak melalui 
kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau atasannya, dapat meminta 
bantuan kepolisian atau kejaksaan untuk menghadirkan penanggung 
pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut dengan membuat konsep 
surat permintaan bantuan pelaksanaan penyanderaan dan 
menyampaikannya kepada kepala seksi penagihan. 
g. Kepala seksi penagihan meneliti dan memaraf konsep surat permintaan 
bantuan pelaksanaan penyanderaan dan menyampaikannya kepada 
kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 
h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menyetujui dan 
menandatangani surat permintaan bantuan pelaksanaan penyanderaan. 
i. Jurusita pajak menatausahakan dan menyampaikan surat permintaan 
bantuan pelaksanaan penyanderaan kepada kepolisian atau kejaksaan 
melalui subbagian umum. 
j. Dalam hal penanggung pajak yang disandera menolak untuk menerima 
surat perintah penyanderaan, jurusita pajak meninggalkan surat 
perintah penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan penanggung 
pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam 
berita acara penyampaian surat perintah penyanderaan bahwa 
penanggung pajak tidak mau menerima surat perintah penyanderaan, 
dan surat perintah penyanderaan dianggap telah diterima, serta sah dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 
k. Jurusita pajak menyampaikan salinan surat perintah penyanderaan 
kepada kepala rumah tahanan negara dan menitipkan penanggung 
pajak yang disandera di rumah tahanan negara, serta membuat berita 
acara penitipan penyanderaan dan berita acara pelaksanaan 
penyanderaan yang ditandatangani oleh jurusita pajak, kepala rumah 
tahanan negara dan saksi-saksi. 
l. Jurusita pajak menatausahakan dokumen terkait dan menyampaikan 
salinan berita acara pelaksanaan penyanderaan kepada: 
a) kepala rumah tahanan negara; 
b) penanggung pajak yang disandera; 
c) bupati/walikota kepala daerah di mana penanggung pajak yang 
disandera bertempat tinggal (sesuai KTP/paspor), melalui subbagian 
umum. 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam menjalankan tugas sebagai ujung tombak dari bagian penagihan di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar, jurusita pajak juga 
mempunyai hambatan-hambatanya sendiri dalam melaksanakan penagihan 
pajak. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak 
oleh jurusita pajak di KPP Pratama Karanganyar antara lain: 
a. Jumlah jurusita pajak masih kurang. 
Jurusita pajak memegang peran penting dalam mengamankan 
penerimaan negara dari sektor pajak. Ketika wajib pajak atau 
penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sehingga menjadi 
tunggakan pajak, maka jurusita pajak akan melaksanakan penagihan 
pajak secara aktif. Hingga akhir tahun 2009, KPP Pratama 
Karanganyar hanya memiliki 3 (tiga) orang jurusita pajak. Jumlah ini 
tentunya kurang mencukupi untuk wajib pajak terdaftar yang 
jumlahnya 28.030 wajib pajak, seperti yang tertera pada tabel III.1 
b. Kualitas jurusita pajak masih rendah. 
Sampai saat ini salah satu syarat untuk menjadi jurusita pajak ialah 
berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU) 
atau sederajat serta harus mengikuti pendidikan  dan latihan yang 
hanya selam 1 (satu) tahun. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama 
rendahnya kualitas jurusita pajak. 
 
 
 
 
c. Banyaknya alamat wajib pajak yang tidak ditemukan. 
Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan administrasi wajib 
pajak, biasanya pada saat pembuatan NPWP. Kesalahan dapat terjadi 
apabila pada saat itu tidak dilakukan pengecekan alamat wajib pajak 
dengan benar atau wajib pajak itu sendiri yang tidak memberikan data 
alamat yang benar dan lengkap kepada KPP. Selain itu, hal ini sering 
terjadi karena adanya wajib pajak yang pindah alamat tanpa 
memberitahukan terlebih dahulu kepada KPP. 
d. Wajib pajak sedang mengajukan keberatan. 
Apabila wajib pajak mengajukan keberatan, maka pelaksanaan 
penagihan pajak terhadap utang pajak menjadi tertangguh. Tindakan 
penagihan pajak baru dapat dilanjutkan setelah surat keputusan 
keberatan diterbitkan. 
e. Jika semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penagihan aktif, 
maka biaya penagihan terlalu besar. 
Besarnya biaya penagihan pajak seharusnya sebanding dengan 
besarnya pajak yang terutang. Apabila biaya penagihan pajak tersebut 
terlalu besar dan tidak sebanding dengan besarnya pajak yang terutang, 
maka akan sangat merugikan kas negara jika wajib pajak tidak mampu 
membayarnya. 
 
 
 
 
f. Di dalam pelaksanaan penyitaan kemungkinan: 
1) objek yang akan disita tidak ditemukan, 
2) jurusita pajak tidak diperbolehkan oleh wajib pajak atau 
penanggung pajak untuk memasuki rumah atau tempat dimana 
terdapat barang-barang yang akan disita. 
3) jurusita pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang milik 
wajib pajak atau penanggung pajak, 
4) wajib pajak atau penanggung pajak tidak mau menandatangani 
berita acara pelaksanaan sita. 
g. Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) kadang 
mengalami gangguan. 
Gangguan tersebut terjadi karena kadang-kadang sistem tidak 
berfungsi secara optimal sehingga berpengaruh terhadap proses 
pengambilan data dari sistem. 
h. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. 
Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakanya ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan 
wajib pajak mengenai pentingnya pajak 
i. Adanya berkas penagihan yang tidak lengkap 
Hal ini terjadi karena pada saat perpecahan KPP Pratama 
Karanganyar dari KPP Surakarta ada berkas yang hilang. 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan yang telah diuraikan pada 
bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 
1. Peran jurusita pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif di KPP 
Pratama Karanganyar sangat penting karena kegiatan pelaksanaan 
penagihan pajak baik melaksanakan SPPSS, memberikan Surat Paksa 
(SP), melaksanakan SPMP, maupun melaksanakan penyanderaan, jurusita 
menjadi pelaksana utama. 
2. Masih banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jurusita pajak 
dalam melaksanakan penagihan pajak. Kutangnya pelaksana penagihan 
pajak di KPP Pratama Karanganyar khususnya juru sita pajak, kualitas 
jurusita pajak yang masih rendah dan masalah administrasi, sistem SIDJP 
yang sering mengalami gangguan serta kurangnya sosialisasi perpajakan 
guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar 
pajak merupakan hambatan/permasalahan utama jurusita pajak dalam 
melaksanakan penagihan pajak di KPP Pratama Karanganyar. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat di awal bab ini, akan dicoba 
untuk memberikan beberapa saran dan usulan yang dapat dipertimbangkan 
untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan 
pajak di KPP Pratama Karanganyar. Saran dan usulan tersebut ialah sebagai 
berikut: 
1.  Untuk meningkatkan peran Jurusita Pajak dalam pelaksanaan penagihan 
pajak secara aktif, perlu dilakukan peningkatan volume dan kualitas 
kinerja Jurusita Pajak, yaitu dengan menambah penerbitan Surat Paksa, 
pelaksanaan SPMP, sampai dengan pelaksanaan lelang. Selain itu jumlah 
Jurusita Pajak yang ada juga masih perlu ditambah agar pelaksanaan 
penagihan pajak aktif dapat berjalan lebih efektif. 
2. Hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan 
yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif yaitu dengan 
mengoptimalkan peran jurusita pajak seperti berikut: 
a. Menambah Jumlah jurusita pajak di KPP Pratama Karanganyar. 
Penambahan jumlah jurusita pajak tentunya akan berdampak baik 
tehadap peningkatan kegiatan penagihan sehingga pencairan 
tunggakan pajak bisa lebih besar sehingga dapat memenuhi target 
realisasi pencairan tunggakan pajak yang telah ditetapkan. 
b. Meningkatkan insentif yang layak kepada jurusita pajak. 
Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jurusita pajak yang cukup 
berat dalam mengamankan penerimaan negara, sudah seharusnya ada 
peningkatan insentif bagi jurusita pajak sehingga tidak ada keengganan 
lagi untuk menjadi jurusita pajak. 
c. Meningkatkan standar persyaratan penerimaan jurusita pajak. 
Kualitas jurusita pajak dapat ditingkatkan dengan adanya 
peningkatan standar penerimaan jurusita pajak serta dengan 
memberikan tambahan pendidikan dan pelatihan yang cukup dan 
berkualitas bagi jurusita pajak. 
d. Menambah fasilitas jurusita pajak. 
Dengan adanya penambahan fasilitas bagi jurusita pajak, terutama 
kendaraan dinas, maka diharapkan pelaksanaan penagihan pajak dapat 
berjalan lebih lancar. Apabila setiap jurusita pajak mendapatkan 
kendaraan dinas, maka mobilitas jurusita pajak untuk menemukan 
alamat wajib pajak akan ikut meningkat pula, sehingga kinerja jurusita 
pajak bisa lebih efektif. 
e. Melakukan pengecekan alamat wajib pajak. 
Pada saat penerbitan NPWP ataupun NPPKP, seharusnya 
dilakukan pengecekan alamat dengan benar dan sungguh-sungguh. 
Selain itu, KPP juga dapat mengadakan kerja sama dengan instansi-
instansi terkait, misalnya dengan pemerintah daerah. Jadi, pada saat 
pemerintah daerah mengadakan perubahan data tata kota, diharapkan 
untuk menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada KPP, 
sehingga kesulitan dalam menemukan tempat tinggal atau usaha wajib 
pajak atau penanggung pajak karena perbedaan nama dan alamat dapat 
diatasi. Selain itu, apabila Pemda setempat mengetahui ada wajib pajak 
atau penanggung pajak yang pindah alamat, maka dapat juga 
memberikan informasi mengenai hal tersebut kepada KPP. Meskipun 
sebenarnya kewajiban tersebut adalah kewajiban wajib pajak atau 
penanggung pajak yang bersangkutan, namun informasi dari Pemda 
tersebut akan sangat membantu untuk dicocokkan dengan data yang 
diberikan wajib pajak. Hal ini untuk mengatasi masalah klasik tidak 
ditemukannya wajib pajak saat akan dilakukan penagihan pajak 
terhadapnya, karena masalah ini terjadi hampir di setiap KPP di 
seluruh Indonesia 
f. Melakukan tindakan yang efektif setelah terbitnya Surat Keputusan 
Keberatan. 
Setelah Surat Keputusan Keberatan diterima, segera dilakukan 
penelitian apakah masih ada tunggakan pajak yang masih harus 
dibayar oleh wajib pajak atau penanggung pajak sebagai akibat dari 
Surat Keputusan Keberatan tersebut. 
g. Untuk mengantisipasi biaya penagihan yang terlalu besar, tidak harus 
semua tunggakan pajak ditindaklanjuti dengan penagihan aktif. 
Hal ini dapat diatasi dengan membuat prioritas untuk melakukan 
penagihan pajak terlebih dahulu terhadap tunggakan pajak yang 
nilainya lebih besar atau materiil. Selain itu, tunggakan pajak yang 
telah berumur lama dan akan segera memasuki masa daluwarsa juga 
harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk dilaksanakan penagihan 
pajak. 
h. Melakukan pembenahan terhadap Sistem Informasi Direktorat Jenderal 
Pajak(SIDJP). 
Dengan melakukan pembenahan secara teratur atau maintenance 
terhadap SIDJP, diharapkan SIDJP dapat berjalan dengan lebih 
optimal sehingga akan mempermudah pelaksanaan penagihan. Selain 
itu, bisa juga diatasi dengan pembuatan Surat Paksa secara manual 
apabila keadaan memang tidak memungkinkan. 
i. Melakukan penyuluhan perpajakan untuk wajib pajak atau penanggung 
pajak. 
Pemberian penyuluhan perpajakan merupakan tugas dari Kantor 
Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) dan juga seksi 
ekstensifikasi perpajakan. Maka dari itu, perlu diperlukan kerjasama 
yang erat antar seksi di KPP maupun antar instansi di DJP. Mengingat 
masih rendahnya kesadaran wajib pajak atau penanggung pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pemberian penyuluhan 
perlu ditingkatkan agar wajib pajak atau penanggung pajak tahu dan 
sadar akan arti penting dari pajak, karena manfaat dari pembayaran 
pajak secara tidak langsung akan kembali ke wajib pajak atau 
penanggung pajak itu sendiri. 
j. Melakukan pembenahan terhadap administrasi berkas data penagihan. 
Pembenahan administrasi berkas data penagihan masih perlu untuk 
diperbaiki. Karena dengan adanya berkas-berkas yang hilang, maka 
tindakan penagihan pajak menjadi terhambat. Untuk ke depannya, 
perlu diadakan perbaikan yang serius dalam administrasi dan 
penyimpanan berkas data penagihan tersebut, sehingga akan 
berdampak positif juga terhadap penagihan dan pencairan tunggakan 
pajak. 
Pengoptimalan peran jurusita pajak tidak hanya berasal dari internal 
KPP itu sendiri, tetapi juga disertai dengan membangun kerja sama dengan 
instansi-instansi terkait. 
3. Peningkatan pelaksanaan seminar atau penyuluhan perpajakan sebagai 
salah satu cara pencairan tunggakan pajak secara persuasif. Penyuluhan 
perpajakan ini bertujuan agar wajib pajak lebih menyadari kewajiban 
perpajakannya sehingga dengan sadar mau melaksanakan kewajiban 
perpajakannya dengan melunasi pajak yang terutang. 
Selain kegiatan ekstensifikasi perpajakan, diperlukan juga kegiatan 
intensifikasi perpajakan secara professional yang diadakan secara 
konsisten dan terencana, serta sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya 
untuk meningkatkan penerimaan kas negara melalui pencairan tunggakan 
pajak sekaligus menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya hal tersebut, diharapkan 
akan membawa dampak yang positif yang terus meningkat dalam rangka 
pelaksanaan kewajiban perpajakan di negara Indonesia ini. 
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